PERMINTAAN PERUNDINGAN SECARA BIPARTIT

Nomor T ey e 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Perundingan Kepada yth.
SAl e,
di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu dirundingkan secara Bipartit maka
kami mengajukan untuk melakukan musyawarah pada:

Hari PP
Tanggal e et
Pukul PP
Tempat L e ettt ettt

Untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut:
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Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.
Pihak

Pengusaha/Pelaut/AP2|
(pilih salah satu, coret sisanya)

Pedoman:

1. Pihak yang dapat mengajukan perundingan bipartit adalah: Pelaut/AP2l atau Pengusaha.

2. Kolom masalah diisi selengkap mungkin dan jika perlu, dilampirkan dokumen pendukungnya guna
mempermudah proses penyelesaian dalam menemukan kesepakatan dalam perundingan bipartit.

3. Pihak yang telah melakukan permintaan perundingan bipartit, apabila pihak yang diundang tidak
merespons, maka pihak yang mengundang mempunya hak untuk mengundang kembali pihak yang
diundang tetapi tetapi tidak hadir.

4. Apabila telah diundang untuk permintaan perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali tetapi pihak yang
diundang tetap tidak hadir, maka perselisihan sudah dapat dilanjutkan dengan melibatkan instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pelayaran, dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan tempat di mana para pihak melakukan sign on buku pelaut dan pengesahan
perjanjian kerja laut dan/atau ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam agenda penyelesaian
perselisihan secara Tripartit.
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DAFTAR HADIR PERUNDINGAN
BIPARTIT PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Hari e
Tanggal L ettt
Tempat T ettt et et e e eeeeeeeeeeee e
Acara : Bipartit | / Bipartit Il / Bipartit lll (pilih salah satu, coret sisanya)
Masalah P
NO. NAMA ALAMAT PIHAK TANDA KETERANGAN

TANGAN
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RISALAH PERUNDINGAN
BIPARTIT PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nama Manning Agency e
Alamat Manning Agency L e
Nama Pelaut/Organisasi et
Alamat Pelaut/Organisasi e
Tanggal dan Tempat Perundingan & ...
Pokok Masalah/Alasan Perselisinan : ....... ...
Pendapat Pelaut/Organisasi = .o
Pendapat Pengusana e
Kesimpulan atau Hasil Perundingan ...
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...................................... 21 0 V2
(tempat, tanggal bulan tahun

Pihak Pengusaha Pihak Pelaut/AP2I

Pedoman:

1. Risalah ini diisi apabila perundingan bipartit | mengalami kegagalan dalam menemukan kesepakatan
penyelesaian perselisihan antara para pihak.

2. Risalah ini tidak perlu diisi apabila perundingan bipartit | menemukan kesepakatan penyelesaian dan
kesepakatan penyelesaian wajib dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

3. Perundingan bipartit | yang gagal, apabila disepakati oleh para pihak, maka dapat dilakukan
perundingan bipartit Il dan Ill dengan ketentuan batas waktu perundingan bipartit I, I, Ill maksimal
selama 30 hari.

4. Apabila perundingan bipartit | gagal menemukan kesepakatan penyelesaian tetapi salah satu pihak

menolak untuk dilakukan perundingan bipartit Il, maka dalam kesimpulan risalah ini wajib dituangkan
penyelesaian perselisihan akan dilanjutkan secara tripartit atau melibatkan instansi pemerintah dalam
hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dan/atau Direktorat Perkapalan
dan Kepelautan.
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PERJANJIAN BERSAMA
Pada hari ini ...........ccccoooeeeee . tanggal ....... bulan ... tahun.......
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
Jabatan
Perusahaan
Alamat
Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pengusaha)
2. Nama
Jabatan
Alamat :
Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pelaut/AP2I)
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Pasal 1 Angka 63 dan
Penjelasannya Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak

Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai
kesepakatan sebagai berikut:
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Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas
materai cukup.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak
manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha Pihak Pelaut/AP2I

Pedoman:

1.

2.

Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani para pihak mengikat dan menjadi hukum serta wajib
dilaksanakan oleh para pihak.

Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani para pihak wajib didaftarkan oleh para pihak yang
melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para
pihak mengadakan Perjanjian Bersama.

Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial diberikan akta bukti
pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Bersama.

Apabila Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dari
Pengadilan Hubungan Industrial tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan
dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan untuk mendapat penetapan eksekusi.

Alasan Perjanjian Bersama Wajib Didaftarkan ke PHI: (a) Kekuatan Eksekutorial: Pendaftaran ini bukan
formalitas belaka, melainkan memberikan kekuatan hukum tetap dan sifat eksekutorial (dapat
dieksekusi paksa) layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (b) Pencegahan
Tuntutan Ganda: Jika perjanjian didaftarkan dan pekerja sudah menerima haknya, pekerja tidak dapat
lagi menggugat ulang permasalahan yang sama ke jalur hukum; dan (c) Kemudahan Eksekusi: Jika
salah satu pihak melanggar atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat langsung memohon eksekusi
ke Ketua PHI. Tanpa pendaftaran, jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan harus mengajukan
gugatan perdata dari awal lagi.
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